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ABSTRAK
Analisis Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Studi di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Manggar Tahun 2010)

David Kaprawi
Universitas Terbuka
davidpemdesbeltim@gmail.com

Kata Kunci: Analisis Kinerja, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Hambatan

Pemerintah desa belum cukup mampu melaksanakan program
pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan peran dan fungsi serta
prosedur perencanaan yang tidak kosisten, kebutuhan dan aspirasi masyarakat
belum terakomodasi dan kurangnya pendampingan bagismasyarakat. Pada sisi
lain, untuk melakukan sebuah perubahan seringkali, “désa menunjukkan
ketergantungan terhadap uluran tangan pihak luar). Renelitian ini bertujuan
mendeskrifsikan kinerja program pemberdayaanmasyarakat di desa-desa dalam
wilayah Kecamatan Manggar pada tahun 2010vyang mencakup capaian hasil
(output) baik kuantitas, kualitas, maupun ketepatan‘waktu; kesesuaian tujuan dan
dampak (outcome, benefit, dan imfact) bagi masyarakat desa; serta hambatan yang
ditemukan dalam pemberdayaan magyarakat” desa. Fokus penelitian ini untuk
melihat kinerja yang dinyatakan dengan-indikator output, kesesuaian waktu dan
sumberdaya lokal dan kesesuai” tujuan outcome, benefit dan imfact. Desain
penelitian yang digunakan adatah penelitian deskriptif kualitatif. Lokus penelitian
ini adalah desa-desa yang-~herdada di wilayah Kecamatan Manggar yang
melaksanakan program’ pemierdayaan masyarakat desa melalui mekanisme
Anggaran Pendapatan, 8an” Belanja Desa (APBDes). Penelitian ini lebih
menekankan pada analisis capaian berdasarkan keberdayaan yang dimiliki oleh
desa sebagai entitas: organisasi publik yang mengurus dan mengelola rumah
tangga sendiri.dalam pemberdayaan masyarakat. Data dikumpulkan dari 7 (tujuh)
unit atau kelompok orang vyaitu: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan “Desa, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur,
Kecamatan Manggar, Pemerintahan Desa yang terdiri dari kepala desa/sekretaris
desa, Unsur Tim Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tokoh Masyarakat yang
terdiri dari lembaga adat dan tokoh agama yang dipilih dengan teknik purposive
sampling. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara (interview
guide) yang direkam melalui media tulis dan video recorder, pedoman observasi
untuk pengamatan langsung, dan daftar isian untuk telaah dokuman. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data
dianalisis dengan cara mentransfer seluruh data primer dan sekunder yang
diperoleh ke dalam bentuk paparan narasi. Berdasarkan hasil analisis data
ditemukan bahwa secara keseluruhan kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat
di desa-desa di wilayah Kecamatan Manggar belum sesuai harapan baik kualitas
maupun kuantitas. Dari aspek kesesuaian waktu, ditemukan tidak adanya
kesesuaian kondisi di lapangan dengan waktu yang ditetapkan dan terbatasnya
sumberdaya lokal yang digunakan. Hasil kegiatan meliputi tersedianya air bersih,
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transportasi desa, pengkaderan masyarakat, berjalannya kegiatan lembaga desa,
pemeliharaan aset desa, pengembangan usaha ekonomi, meningkatnya kepedulian
masyarakat, kenyamanan beraktivitas bagi aparatur dalam memberi layanan,
kesehatan, kebersihan, dan pengetahuan masyarakat. Studi ini juga menemukan
hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, yaitu
input belum memadai, perencanaan belum matang, fungsi dan peran lembaga
belum maksimal, ketergantungan terhadap dana luar, kuantitas dan kualitas SDM
terbatas, serta kurangnya pendampingan. Oleh karena itu, pemerintah daerah
perlu melakukan penataan sistem dan mekanisme kegiatan, sosialisasi,
pendampingan dan supervise, serta pemberian sanksi. Pemerintah Desa dan Tim
Pemberdayaan Masyarakat Desa harus mematuhi aturan, mengoptimalkan
anggaran dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa, menjaga orientasi dan
solidasai tim, serta mempertanggungjawabkan kegiatan.
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ABSTRACT
Analyze of Society Empowerment Performance
(Study at Villages in Territorial Manggar's District of Year 2010).

David Kaprawi
Universitas Terbuka
davidpemdesbeltim@gmail.com

Key word: Analyze Performance, Society Empowerment, Village, Abstruction.

Village government not was enough capable yet te..perform society
empowerment program. It could be seen from inconsistericy0f  the role and
function with procedure of planning, the society needsand aspiration haven't
accomodated, and less supervision for society. In othek side;in making changes,
village government often tended to look for assistances from external parties.
This research was intented to describe perforfmance of society empowerment
programs at villages in territorial of Manggar'ssDistrict on year 2010 which
included the program output in terms of<guality, quantity, and timeliness; the
conformity of intention and impact (outcomie; benefit, and impact) for village
society, as well as the faced abstruttion in carrying on village society
empowerment. The focuses of this, tesgarch were to see stated performance in
terms of indicators of output, time suitability, and local resources, as well as the
conformity of outcome, benefity, and impact.This research utilized qualitative
descriptive research desigi” ThiS observational locus of this reseach villages
those are on territoridl _of~=Manggar's districts that performed village society
empowerment progiani tfhwough a mechanism of Revenue Plan and Village
Expense. This researcti“was more emphasized on analysis of result based on
authonomy of«village as a public organization entity in self-managing and
organizing.ifi.seciety empowerment. Data were gathered from 7 (seven) units or
groups which were Society Empowerment Body and Village Governance and
Governance Management of East Belitung Regency, Manggar's district, village
governance which are the heads or secretaries, the elements of village society
empowerment team, society figures that consist of tradition organization and
religious leaders selected by purposive sampling technique. Instruments that
were used were interview guidance with written and video recorded media, as
weel as observational guidance and forms for document review. Analysis method
that was utilized in this research was qualitative descriptive. Data were analyzed
by transfering all primary and secondary data into narrative presentation form.
Based on the result of analysis data, it was found that on the whole the quality
and quantity of the performance of community empowerment programs at the
villages in the territory of Manggar’s District were not conform to the
expectation. In terms of time suitability, there was no conformity of the field
condition time with the defined time and the limited use of local resources. The
results of the community empowerment program were availabity of fresh water,
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village transportations, forming of community cadres, occurance of activities in
village office, maintainance of village asset, development of economic business,
increase of community concern, convenience for officers to give services, health,
clenliness, and communities’ knowledge.

This research also founded that the faced interferences to conduct society
empowerment programs were inadequate input, underdone planning, the
function and the role of institution were not maximally perform, dependency to
external budget, the limited quantity and quality of human resources, as well as
lack of supervision.Therefore local government needs to manage the system and
mechanism of activities, socialization, advocacy and supervision, as well as to
implement sanction. In addition, the village government and the village society
empowerment team have to obey order, to optimize budget and to increase
village’s original Income, to look after orientation and solidarity of the teams,
and to account for the activities.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teori

Kajian pustaka ini berisikan teori Kkinerja, pemberdayaan masyarakat,
pembangunaan desa, otonomi desa, keuangan desa dan impelementasi publik.
1. Teori Kinerja
a. Pengertian Kinerja

Bernadin dan Russel dalam Iswanto (2005: 5.6)\Kinerja adalah catatan
outcome (hasil) yang dihasilkan dari fungsi atausakiivitas pekerjaan tertentu
selama periode waktu tertentu. Wibowo (2040:7)*inerja merupakan terjemahan
dari kata performance, yang didefinisikan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja.
Namun demikian, kinerja memiliki>perigertian yang lebih luas bukan hanya
sebagai hasil kerja tetapi~juga inencakup bagaimana proses pekerjaan itu
berlangsung.

Mardiasmo-(2009:4) menyatakan bahwa kinerja yang dapat diukur yaitu
Kinerja yang ‘aieliputi input, output, outcome, manfaat, dan dampak. Sementara
itu, Sutrisno(2007: 170) mengemukakan bahwa kinerja adalah kesuksesan orang
dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, kinerja mencakup tentang apa dan
bagaimana cara mengerjakan serta hasil yang dicapai.

Usman (2009:457) menyimpulkan bahwa pada prinsipnya kinerja adalah
mengarah pada suatu usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai prestasi yang

lebih baik.
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah capaian hasil
atau prestasi dari unit atau aktivitas kegiatan tertentu yang diukur dalam satuan
periode tertentu.

b. Kinerja dalam Pembelajaan Anggaran

Anggaran merupakan ruang lingkup Kinerja terutama anggaran yang
berbasis kinerja. Ketersediaan anggaran erat kaitannya dengan kinerja karena
anggaran merupakan input dalam pelaksanaan kegiatan dan¢program terutama
bidang organisasi publik.

Mahmudi (2010: 95) mengemukakan bahwa/ untuk menentukan ruang
lingkup anggaran sebagai indikator kinerja dilakikan kegiatan sebagai berikut.
Pertama, menentukan visi dan misi (yang mencerminkan strategi organisasi),
tujuan, sasaran, dan target. Penentuan-Vvisi, misi, tujuan, sasaran, dan target
merupakan tahap pertama jyang, harus ditetapkan suatu organisasi. Visi, misi,
tujuan, sasaran, dan  target-imerupakan tujuan tertinggi yang hendak dicapai
sehingga setiap indikator kinerja harus dikaitkan dengan komponen tersebut.

Kedua,\menentukan indikator. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif
dan kualitatif'yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan
yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu
yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau
melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun
setelah kegiatan selesai dan bermanfaat (berfungsi).

Mardiasmo (2009:3) menguraikan indikator kinerja menjadi lima hal

sebagai berikut.
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1) Masukan (input) adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses
untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan
sebelumnya. Indikator masukan meliputi dana, sumber daya manusia, sarana
dan prasarana, serta data dan informasi lainnya yang diperlukan.

2) Keluaran (output) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu
dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran
dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas,atau tolok ukur
dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan
terukur.

3) Hasil (Outcome) adalah suatu keluaran”yang dapat langsung digunakan
atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indikator hasil adalah sasaran program
yang telah ditetapkan.

4) Manfaat (benefit) adalah nilai tambah dari suatu hasil yang akan nampak
setelah beberapaswalktu kemudian. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal
yang diharapkan, dicapai apabila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi
secara aptimai.

5) Dampak (Impact) adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh
manfaat dari suatu kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari
beberapa manfaat yang terjadi. Dampak baru dapat terlihat setelah beberapa
waktu kemudian.

Selanjutnya Mardiasmo (2009: 4) menyatakan tentang kinerja yang
berhubungan dengan anggaran sebagai berikut.

“Berhubungan dengan alokasi anggaran, konsep Value for
money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang
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mendasarkan pada elemen utama yaitu: ekonomis, efisiensi, dan
efektivitas. Manfaat implementasi konsep value for money
adalah:

1. meningkatkan efektivitas pelayanan sektor publik dalam pengertian
tepat sasaran,

meningkatkan mutu layanan publik,

penurunan biaya dan penghematan,

alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik, serta
meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar
pelaksanaan akuntabilitas®.

arwn

Dengan memperhatikan uraian di atas, kinerja yang berhubungan dengan
anggaran mencakup aspek yang dapat diukur yaitu input, ‘output, outcome,
manfaat, dan dampak. Output, outcome, manfaatydan dampak merupakan
pencapaian sasaran yang dikehendaki dari sebuéh/kegditan. Sementara itu, input
dan proses sangat erat kaitannya dalam 41al pencapaian output atau berkenaan
dengan capaian tujuan (outcome, benefit dan imfact).

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Berkenaan dengany fakior-faktor yang mempengaruhi kinerja Iswanto
(2005:5.4) mengemulkakan lima variabel yang mempengaruhi kinerja individu
yaitu desain_pekerjaan (tugas dan aktivitas, isi pekerjaan), konteks organisasi,
gaya supexvigi; organisasi kerja (kondisi kerja, komunikasi, jam kerja dan lain-
lain), dan sasaran kerja.

Hadiah yang diberikan sebagai reward akan mempengaruhi Kinerja
seseorang dalam melakukan sesuatu. Pendekatan teori behaviorisme tentang
hadiah (penguat dan ongkos), hadiah ditentukan oleh kemampuan memperkuat
perilaku, sedangkan biaya mengurangi kemungkinan perilaku yang dijelaskan

sebagai berikut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41008.pdf

1) Proposisi sukses: semakin sering tindakan khusus seseorang diberi hadiah,
semakin besar kemungkinan orang akan melakukan tindakan.

2) Proposisi pendorong (stimulus proposition): semakin serupa
dorongan kini dan masa lalu, semakin besar pula kemungkinan orang akan
melakukan tindakan serupa.

3) Proposisi nilai: semakin tinggi nilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya,
semakin besar kemungkinan ia melakukan tindakan itu.

4) Proposisi deprivasi-kejemuan: konsep biaya dan keuntungan biaya yang
dikeluarkan dan keuntungan yang didapatkan.

5) Proposisi persetujuan agresi: hadiah yang{diharapkan atau hukuman membuat
seseorang berbuat positif atau berbuat negatif.

6) Proposi rasionalitas: seseorang”akan memilih tindakan yang dianggap
memiliki value sebagai, hasil dikalikan dengan probabilitas untuk
mendapatkan hasit yang iebih besar.

Kinerja dipengaruhi usaha seseorang dalam meningkatkan status sosial.
Prasojo, dkk.(2007: 5.3) menyatakan bahwa peningkatan kasta perseorangan atau
kelompok ~“mempengaruhi  pengembangan dan  pilihan  hidup  dan
mentransformasikan pilihan tersebut ke dalam tindakan yang diinginkan dan ke
dalam hasil pengembangan dari komunitas mereka berkenaan dengan kinerja yang
merupakan perilaku seseorang dalam meningkatkan kasta (kelas sosial).

Kemudian Waluyo (2007: 64) menyatakan bahwa perilaku seseorang tidak
ditentukan oleh dirinya sendiri, melainkan ditentukan oleh sampai seberapa jauh

interaksi antara dirinya dengan lingkungan. Perilaku seseorang yang disebabkan
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oleh situasi interaksi sikap yang kompleks, nilai-nilai, situasi yang rumit,
peristiwa sosial, dan sikap saling ketergantungan. Berkenaan dengan Kkinerja
sebuah organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja adalah
faktor sumberdaya manusia yang terdiri dari aparatur dan masyarakat serta faktor
kepemimpinan karena kedudukan seorang pimpinan mempunyai peranan penting
yang dimainkan: mediator, fasilitator, pembina SDM, negosiator, juru bicara, atau
informan atas pengambil keputusan dan perilaku.

Selanjutnya Becker dkk. (2009: 88) agar kegiatan berbasiskinerja bermakna
maka kegiatan tersebut harus memiliki atribut-atkibut; kepentingan strategis,
signifikansi finansial, dampak yang menyebarduas,"menghubungkan dengan unsur
bisnis, serta fokus pada isu, persoalan, dan keputusan kunci.

Kemudian Berdasarkan Becker tkk: (2009: 75 ) ukuran-ukuran pendorong
kinerja dari aspek sumberdaya, manusia mencakup: akses kepada informasi,
fasilitasi pengambilan Kepttusan, ketaatan pada nilai-nilai, kesadaran akan biaya,
perubahan pola pikit, “konsistensi dan kejernihan perilaku manajemen puncak,
keluhan dan puUjian’masyarakat, kepuasan masyarakat terhadap perekrutan dengan
sistem partisipatif, derajat kesejahteraan tim pelaksana, keragaman ras dan gender,
pola pikir bersama, penanganan pekerjaan buruk, kompetisi, kesempatan untuk
maju, kompensasi, cakupan pekerjaan, pembelajaran organisasi, pemahaman
strategis organisasi, evaluasi dan penghargaan penciptaan, pendampingan dan
kompetensi.

Sementara itu, Mahmudi (2010:20) mengemukakan faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja sebagai berikut.
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Faktor personal/individual yang meliputi pengetahuan, keterampilan,
kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen setiap individu.
Faktor kepemimpinan yang meliputi kualitas dorongan, semangat, arahan,
dan dukungan.

Faktor Tim yang meliputi dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan
dalam satu tim, kepercayaan dalam anggota, serta kekompakan dan keeratan
anggota.

Faktor sistem yang meliputi sistem kerja, fasilitas kerja, proses organisasi,
dan Kultur organisasi.

Faktor kontekstual yang meliputi tekandn-dan perubahan lingkungan baik
eksternal maupun internal.

Armstrong dan Baron dalam\Wibowo (2010:100) mengemukakan faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut.

1)

2)

3)

4)

5)

Personal fTactoy, ditunjukkan dengan tingkat keterampilan, kompetensi,
motivasi, dankomitmen individu.

Leadership fTactor, berkaitan dengan kualitas dorongan, bimbingan,
dan dukungan yang dilakukan.

Team Tfactor, ditunjukkan dengan kualitas dukungan yang diberikan
rekan kerja.

System factor, berkaitan dengan adanya sistem kerja dan fasilitas yang
diberikan oleh organisasi.

Construktural/situation, berkaitan dengan bentuk atau tingkat

tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.
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Kemudian Hersey, Blanchard, dan Johson dalam Wibowo (2010: 101)
merumuskan tujuh faktor yang mempengaruhi kinerja dan dirumuskan dengan
akronim ACHIEVE: Ability (knowledge and skills), Clarity
(understanding/rule/ perception), Help (organization
support), Incentive (motivation, willingness),
Evaluation (coaching/performance feedback), Validity
(valid and legal personnel practices), dan
Environmental fit.

Campbell dalam Mahmudi (2010: 20)» menyatakan bahwa hubungan
fungsional antara kinerja dengan atribut.kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu
knowledge, skills, dan motivation, defigan‘persamaan sebagai berikut: Kinerja = f
(knowledge, skills dan motivation)

Yunarsih dan ,Suwatno (2009:159) mengemukakan 2 faktor yang
mempengaruhi produktivitas (hasil kerja) yaitu faktor internal dan eksternal.
Faktor interinai~yaitu komitmen, struktur dan desain kerja, motivasi, disiplin,
dukungan pemberdayaan, kebijakan yang dapat merangsang kreativitas, perlakuan
menyenangkan, praktek masyarakat, lingkungan kerja, pendidikan, pengalaman,
minat, keahlian dan keterampilan. Faktor eksternal berkenaan dengan perturan
perundangan, kebijakan, situasi politik, kemitraan, kultur dan mindset
organisasi, dukungan masyarakat dan stakeholder, serta persaingan dan globlisasi.

Selanjutnya menurut Yuniarsih dan Suwatno (2009:47) dalam menilai

kinerja sebuah organisasi terutama organisasi yang di dalamnya ada pembelajaran,
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komponen yang harus dipertimbangkan adalah Input; Proses yang terdiri dari

kesadaran dan kepekaan, keyakinan, keahlian, gagasan, tindakan, teori metode,

alat dan inovasi; serta Output sebagai keluaran Input dan Proses.

Kemudian Danim (2008: 218) mengemukakan kaitan sangat erat antara rasa
puas pekerja dengan motivatsi dalam membangkitkan produktivitas dan
mendongkrak kinerja organisasi. Selanjutnya Danim (2010: 253) menyatakan tim
atau organisasi berkinerja tinggi biasanya mempersyaratkan dukungan, kerjasama,
kepercayaan, kemampuan beradaptasi, kesabaran, pérsahabatan, komitmen,
keberanian, humor, antusiasme, kecocokan, dan ketidakegoisan.

Menurut Prawirosentono dalam Sutrispo ,(209:176) faktor-faktor yang
mempengaruhi Kinerja adalah sebagai berikut.

1) Efektivitas dan efesiensi; efektivitas-mengacu pada kesesuaian dengan waktu
untuk mencapai tujuandanefisien mengacu pada kesesuaian dengan jumlah
pengorbanan yang diguriakan.

2) Otoritas dan4anggung jawab; berkenaan dengan delegasi wewenang serta hak
dan kewajiban dalam rangka mencapai tujuan.

3) Disiplin-adalah sikap hormat pada peraturan dan kebijakan yang dibuat.

4) Inisiatif; berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas.

Dengan demikian kinerja dipengaruhi efektivitas dan efisiensi, kewenagan dan

tangungjawab, disiplin, dan inisiatif.

Indikator Kkinerja dalam kinerja keuangan membutuhkan informasi. Jenis
informasi ditentukan oleh variabel kunci yang memiliki karakteristik kunci

sebagai berikut.
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1) Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi.
2) Sangat volatif dan dapat berubah dengan cepat.

3) Perubahannya tidak dapat diprediksi.

4) Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera.

Penentuan indikator Kkinerja perlu mempertimbangkan komponen-
komponen: biaya pelayanan (cost of service), penggunaan (utilization), kualitas
dan standar pelayanan (quality and standard), cakupan layanan.(coverage), dan
kepuasan (satisfaction).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan “bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi Kinerja adalah dimensi pekerjaan,“hadiah atau reward, motivasi
meningkatkan status, interaksi lingkungan dan’fungsional, serta penegasan atribut-

atribut dan informasi.

d. Sistem Pengukuran dan Alat Ukur Kinerja

Kinetja, yang baik tentu ditata dalam sistem manajemen Kinerja dari
perencanaan-hingga evaluasi dan pemanfaatan.

Menurut Kessles (2011:4) siklus yang harus dipenuhi dalam manajemen
kinerja adalah merencanakan, membimbing dan mengelola serta menilai.

Mardiasmo (2009:12) mengemukakan bahwa sistem pengukuran Kinerja
sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik
menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial,

yang digunakan untuk memenuhi tujuan: pertama, memperbaiki kinerja
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pemerintah; kedua, mengalokasikan sumberdaya dan pembuatan keputusan; serta
ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaki komunikasi
kelembagaan.

Kemudian Mardiasmo (2009:125) menyatakan bahwa pengukuran kinerja
mencakup 4 aspek yaitu perspektif finansial, perspektif kepuasan pelanggan,
perspektif efisiensi proses internal, serta perspektif pembelajaran dan
pertumbuhan.

Sedarmayanti (2009:110) menyatakan bahwa pengukuran Kinerja adalah alat
manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambihkeputusan dan akuntabilitas.
Lebih lanjut dikemukakan bahwa kinerja mérupakan tingkat pencapaian target
dari masing-masing kelompok indikater kinerja kegiatan dan tingkat capaian
sasaran instansi pemerintah yang meriipakan tingkat pencapian target dari masing-
masing indikator yang ditetapkan, dalam dokumen rencana kerja.

Wahjono (2010: “97)~mengemukakan bahwa penilaian kinerja dengan
pendekatan sifat~memusatkan perhatian pada seberapa jauh individu memiliki
karakter sifat, teftentu yang dapat diandalkan untuk mendukung keberhasilan
organisasi seperti inisiatif, kepemimpinan, dan daya saing. Penilaian kinerja yang
berorientsi ke depan akan mengedepankan potensi dan penetapan sasaran-sasaran
individu yang terinspirasi oleh kriteria-kriteria baik-buruk yang dipadu oleh butir-
butir penilaian prestasi. Oleh karena itu, pengukuran kinerja berkaitan dengan
perbaikan Kkinerja, serta perbaikan dan peningkatan kualitas akuntabilitas,

kepemimpinan, dan daya saing.
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Lawson dalam Wibowo (2010: 250-253) mengemukakan sistem pengukuran
Kinerja sebagai berikut.

1) Rating System adalah penggunaan skala pengukuran untuk masing-masing
bagian penting pekerjaan seperti kecepatan kerja, kualitas, keterampilan
komunikasi, inisiatif, kerjasama, dan sikap. Rentangan skala yang digunakan
biasanya antara 1 sampai dengan 5 atau sesuai dengan kebutuhan.

2) A Ranking System adalah menciptakan perbandingan-langsung kinerja
di antara lebih dari satu pekerjaan dalam posisi yang.sama untuk melihat
pekerjaan yang paling berhasil.

3) A Narratit System adalah pengukuran yang dilakukan dengan mereviu
dan mendeskripsikan rincian kinerja berdasarkan ranking atau rating.

Aspek penting dari hal di atas-ddalah penggunaan sistem kerja untuk
memperbaiki Kkinerja, alokasi “sumberdaya, dan pertanggungjawaban publik
sementara pemilihan sistef pengukuran disesuaikan dengan kebutuhan.

Selanjutnyas.. Bernardin  dan Russell dalam Iswanto (2005: 5.21)
mengemukakan “enam Kkriteria berkaitan dengan aspek yang dinilai. Keenam
Kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

1) Kualitas berkaitan dengan seberapa sempurna suatu proses atau hasil
pelaksanaan suatu pendekatan yang ideal dalam kaitannya dengan pemenuhan
tujuan yang diharapkan.

2) Kuantitas mengacu pada jumlah yang dihasilkan: nilai rupiah, jumlah unit,

dan siklus aktivitas yang diselesaikan.
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3) Ketepatan batas waktu dalam kaitannya dengan memaksimalkan waktu yang
tersedia.

4) Efektivitas biaya, dalam arti seberapa maksimum biaya penggunaan
sumberdaya organisasi (manusia, uang, teknologi dan materi).

5) Kebutuhan supervisi, dalam arti seberapa  jauh bantuan
pendampingan/supervisi diperlukan.

6) Dampak interpersonal yang dapat berupa peningkatan kepercayaan diri, nama
baik, kerjasama, kemitraan, dan intensitas komunikasik
Dengan demikian kriteria yang diukur adalah) kuantitas dan kualitas,

ketepatan waktu, biaya, serta supervisi dan peridampingan.

Berkenaan dengan pengukuran desa sebagai organisasi publik yang berbasis
anggaran, Mahmudi (2010: 98) mengemukakan konsep pengukuran Kinerja
dengan indikator Output ~ Outcome, Benefit, dan Imfact sebagai
berikut.

1) Pengukuran=qutput adalah pengukuran langsung suatu proses, yang
menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Pengukuran
kuantitatif mencakup dimensi keuangan atau nonkeuangan. Output non
keuangan dinyatakan dalam bentuk unit fisik.

2) Pengukuran Outcome untuk mengukur nilai dari suatu aktivitas atau
program. Jika pengukuran output lebih bersifat mengukur kuantitas
barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu aktivitas, maka pengukuran
outcome merupakan pengukuran nilai kualitas dari output tersebut.

Pengertian Outcome yang lebih luas adalah dampak sosial terhadap
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masyarakat. Pengukuran Outcome setelah kegiatan selesai dilaksanakan

dalam satuan waktu.

3) Pengukuran Benefit dan ImFact merupakan pengukuran efek langsung

atau tidak langsung kosekuensi yang diakibatkan dari pencapaian tujuan

program. Benefit dan imfact sulit diukur dan diketahui dalam jangka

pendek, tidak cukup dengan mengumpul data untuk satu waktu saja.

Pengukuran

imfact dilakukan dengan membandingkan, antara hasil

program dengan prakiraan keadaan yang terjadi_apabilaprogram tersebut

tidak ada.

Kemudian model pengukuran Kinerja ‘@rganisasi pemerintah sebagaimana

disyaratkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara dan

Reforamsi Birokrasi Nomor 29 Fahun 2010 Pasal 10 lampiran 111/5-5 dilakukan

dengan sederhana yaitu dengan”membandingkan antara target kinerja dan

realisasi. Dengan demikian Sémakin tinggi realisasi semakin baik capaian kinerja.

Begitu juga sebaliknya,semakin rendah realisasi semakin rendah capaian kinerja

Berikut beberapa contoh instrumen untuk mengukur kinerja dalam bentuk

tabel.
Tabel 2.1 Model Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah
Sasara_n Indikator Kinerja Target Realisasi %
strategis
Q) ) 3) (4) ®)
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Tabel 2.2 Contoh Skala Penilaian Berdasarkan Dimensi Kinerja

P
(@]

DIMENSI KINERJA

ISTIMEWA S'AéNA(IB?T BAIK CUKUP KURANG

Pengetahuan

Komunikasi

Pertimbangan

Keahlian

Kualitas Kerja

Kerja Tim

Keahlian
Interpersanal

Kreativitas

© [0 N o0~ wIiNE

Pemecahan
Masatah

Inisiatif

==
ol

Ketepatan Waktu

[EEN
N

Dokumen/Modul-
modul

Sumber: Noe, R. A dkk. dalam Iswanto (2005: 528)

Tabel 2.3 Contoh Skala Penilaian dengan Pendekatan Perilaku

NO

NILAI SKALA

JANGKAR (ANCHOR)

PRIMA

Rencana komperehensif, dokumen baik,
pengesahan, mendistribusikan pekerjaan
kepada anggota.
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2 6 Sangat Bagus | Tersedia rencana, terbangun komunikasi,

dilakukan observasi bagian yang belum

dikerjakan, dan ada jadwal ulang terhadap

pekerjaan yang belum dikerjakan.

3 5 Bagus Mengatur semua bagian pekerjaan dan

jadwal masing-masing serta memuaskan

batas waktu pelanggan.

4 4 Rata-rata Membuat daftar batas tanggal dan merevisi

sesuai dengan perkembangan proyek.

5 3 Dibawah Rata- | Rencana tidak didefinisikan secara jelas,

rata ada jadwal waktu program tetapi tidak

realistik, dan hanya kegiatan-kegiatan

yang menjadi kebiasaan umum.

6 2 Sangat Jelek Tidak memiliki rencana kerjabagian-

bagian.

7 1 Ditolak Tidak serius dan proyek-tidak selesai.
Sumber: Byars, L.L dan Rue, L.W dalamiIswanto (2005:532)

Selanjutnya berkenaan dengan tipe ukufan kinerja Parmenter (2010: 1)
mengemukakan tiga tipe ukuran kinerjarsebagai berikut.
1) Indikator Hasil Utama . (Key~ Result Indicator) vyang
menggambarkan bagaimana keberhasilan secara perspektif.
2) Indikator Kinerja” (Ferformance Indicator) yang menjelaskan apa
yang harus difakukan.
3) Indikater “\Kinerja Utama (Key Performance Indicator) vyang

menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Kemudian Bernardin dan Russel dalam Iswanto (2005: 5.21)
mengemukakan ada 6 (enam) kriteria untuk mengukur atau menilai kinerja suatu
aktivitas, yaitu:

1) Quality: berkenaan dengan kesempurnaan dan tujuan yang dicapai.
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2) Quantity: berkenaan dengan jumlah yang dihasilkan: rupiah, unit, siklus
kegiatan, dokumen, dan lain-lain.
3) Timelines: berkenaan dengan ketepatan waktu yang dikehendaki.
4) Cost Effectiveness: berkaitan dengan kemampuan memaksimalkan
manusia, keuangan, teknologi, dan material untuk mencapai hasil yang tinggi.
5 Need for Supervision: berkenaan dengan  kemampuan
melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan péfigawasan.
6) Interpersonal Impact: berkenaan dengan Kemampuan memelihara
harga diri, nama baik dan kerjasama antarrekamn,
Dengan demikian kterteria yang diukurgddalah kuantitas, kualitas, batasan
waktu, sumberdaya, kemampuan tim, dan.solidaritas tim.
Selanjutnya Wibowo (2020:%235) mengemukakan tipe ukuran sebagai
berikut.
1) Produktivitas: sesuatu yang dinyatakan antara 1nput dan output fisik
suatu proses,
2) Kualitas: herkenaan dengan keadaan susut, cacat, kepuasan, dan perbaikan
ulang.
3) Ketepatan waktu: mengukur apakah orang melakukan yang akan dilakukan
dalam rentang waktu yang ditetapkan.
4) Pemanfaatan sumberdaya manusia, prasarana, dan bahan material.
5) Biaya, waktu, pengaruh dan reaksi.
Kemudian Usman (2009:457) menetapkan beberapa metode penilaian

Kinerja sebagi berikut.
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1) Penilaian skala Grafik yaitu penilaian berdasarkan daftar skala yang
menggambarkan sejumlah ciri. Penilaian jenis ini bersifat praktis dan
mencakup banyak aspek serta menyediakan kolom untuk komentar, sasaran
komentar, dan capaian sebagian besar organisasi.

2) Alternatif perangkingan yaitu penilaian yang dilakukan dengan perankingan
dari paling baik ke paling jelek. Kinerja yang memperoleh banyak tanda plus
(+) dianggap sebagai kegiatan yang paling baik.

3) Komparasi pasangan, yaitu penilaian yang dilakukan dengan membandingkan
satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Kegiaian” yang paling banyak
memperoleh nilai positif (+) dianggap sehagai kegiatan yang paling baik.

4) Pencatatan kejadian Kritis, yaitu penilaian”yang dilakukan dengan mencatat
kelemahan karyawan. Penilajan, jemis ini merupakan pelengkap penilaian lain
karena apabila dipakai ™ sendiri penilaian ini tidak tepat untuk
mengkomparasikan.

5) Formulir natatif Vyaitu penilaian yang dilakukan dengan menggunakan
formulirtantar-kinerja dan membandingkannya dengan standar kinerja yang
ada.

6) Pertautan standar tingkah laku (Behaviorally Anchored Rating
Scales-BARS) merupakan paduan antara narrative dan critical
incidence. Penilaian ini lebih lengkap dan lebih baik.

7) Manajemen berdasarkan sasaran yaitu penilaian yang berorientasi pada

pemenuhan sasaran, SMART, sasaran per departemen/unit, kontribusi yang
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selaras dengan saran organisasi, rincian sasaran individu, jangka pendek,
terukur, dan umpan balik setiap periode.

8) Evaluasi 360 derajat yaitu jenis penilaian untuk mengukur Kkepuasan
pelanggan internal, pelanggan eksternal, dan evaluasi diri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode penilaian dapat
dilakukan dengan skala grafik, perankingan, komparasi, catatan kritis, narasi,
standar tingkah laku, sasaran, dan evaluasi 360 derajat. Penggunaan ukuran atau
metode Kkinerja sangatlah banyak namun penggunaan ‘dalam konteks tertentu
disesuaikan dengan kebutuhan dan berkaitan aspek=aspek’terpenting: output,
outcome, benefit dan imfact sertd #nput dan proses dilihat untuk

mengidentifikasi hambatan-hambatan.

2. Pemberdayaan Masyargkat

Menurut Pedoman’ Umum Pemberdayaan Masyarakat Dirjen PMD
Departemen Dalam.Negeri (2009: 139) konsep pemberdayaan (empowerment)
berasal darihkata empower, empowering yang dapat diartikan memberi
kuasa, mengtasakan atau memberi kewenangan.

Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007: 115) mengemukakan bahwa
pemberdayaan sebagai terjemahan empowerment memiliki 2 pengertian yaitu:
pertama, memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasi otoritas
dan kedua, memberi kemampuan.

Wibowo (2010: 415) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu

proses untuk menjadikan orang menjadi lebih baik, lebih berkemampuan untuk
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menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan

kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggungjawab.

Dengan demikian inti pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan dan
memberikan kewenangan dalam rangka menyelesaikan persoalan sendiri
mayarakat.

Pemberdayaan Masyarakat, menurut Krishna dalam Prasojo, dkk (2007:
5.3), didefinisikan sebagai berikut.

“Sebagai peningkatan kapasitas perseorangan “atau kelompok untuk
mempengaruhi pengembangan (developmen®) dar pilihan (hidup) dan
mentransformasikan pilihan tersebut ke dalami findakan yang diinginkan
dan ke dalam hasil bagi pengembangan dari-kemunitas mereka”.

Kemudian Krishna dalam Prasojo, dkk {2007:5.3) mengemukakan bahwa
pemberdayaan masyarakat merupakari jproses siklus terus menerus proses
partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal
maupun informal untuk-~herbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha
mencapai tujuan berSarnay yaitu:

a. meningkatkan“kapasitas dalam menemukenali dan memprakarsasi kegiatan
untuks\ memecahkan permasalahan yang mereka hadapi sendiri secara
berkelanjutan;

b. meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap kesinambungan
kegiatan dan program pembangunan mereka sendiri; serta

c. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memilih sumberdaya yang dapat

mendukung kegiatan mereka.
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Berkenaan dengan keterlibatan masyarakat, Prasojo, dkk (2007: 5.5) melihat
pemberdayaan dari aspek-aspek masyarakat yang dikelompokkan ke dalam 3
bentuk berikut.

a. Development for community yaitu pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan oleh aktor luar baik dari inisiatif, perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi.

b. Development whit community adalah pemberday&an. dilakukan atas
kolaborasi aktor luar dan masyarakat lokal.

c. Development of community adalah_.pemberdayaan atas inisiatif,
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi oléh/masyarakat dan aktor luar sebagai
pendukung.

Dengan demikian pemberdayaan dimaknai sebagai upaya peningkatan
kapasitas dan pengembangan_seseorang dalam tindakan yang diinginkan dalam
komunitas.

Selanjutnya~.Prasojo, dkk (2007: 5.8), berkenaan dengan tingkatan
pemberdayaan, mengemukakan jenis-jenis pemberdayaan sebagai berikut.

a. Pemberdayaan ekonomi yaitu pemberdayaan untuk membawa keuntungan

secara ekonomi kepada masyarakat;

b. Pemberdayaan psikologi yaitu di mana masyarakat memiliki rasa optimisme

dalam melihat masa depan mereka, mandiri, serta bangga akan sosial budaya

dan tradisi mereka; dan
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c. Pemberdayaan politik yaitu pemberdayaan di mana suara dan kepentingan
masyarakat turut ambil bagian dan mengarahkan pembangunan dari
perencanaan hingga implementasi.

Dengan demikian, pemberdayaan pada prinsipnya merupakan upaya
penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan yang mempengaruhi masa depan, penguatan masyarakat untuk dapat
memperoleh dan mengelola faktor-faktor produksi, serta penguatan masyarakat
untuk dapat menentukan pilihan masa depan.

Pemberdayaan adalah konsep alternatif pembanrgunan. Hal ini dinyatakan
oleh Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007: 57) sebadaisberikut.

“...empowerment adalah konsep alternatif pembangunan yang
menekankan pada otonomi pengarmbilan keputusan dari suatu kelompok
masyarakat, yang berlandas™~pada sumberdaya pribadi, partisipasi,
demokratis, pembelajaran sosiai dan melalui pengalaman langsung.

Pemberdayaan imagyarakat intinya adalah penekanan pada masyarakat
dalam mengambil_keputusan yang menciptakan demokratisasi di masyarakat.
Masyarakat, (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang
membentuk .sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian
besar interaksi terjadi antarindividu yang berada dalam kelompok tersebut.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 76) mengemukakan tiga model
pembangunan  yang  melibatkan  masyarakat  yaitu: = community
development, community-based development, dan community-

driven development. Konsep Community development dan

community-based development sudah lazim dan sudah menjadi konsep
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umum pembangunan masyarakat di Indonsesia. Pembangunan berbasis pada

masyarakat adalah pembangunan yang diarahkan dan digerakkan masyarakat.

Namun persoalan yang menghambat adalah persoalan konsep. Community-

driven development adalah pembangunan yang digerakkan dengan nilai-

nilai lokal dan kekuatan masyarakat secara mandiri dalam upaya penanggulangan
kemiskinan.

Selanjutnya Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 76)~.mengemukakan
bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan
bertujuan semata-mata untuk:

a. meningkatkan kapasitas masyarakat, dalam”menemukenali prakarsa kegiatan
dan memecahkan masalah yang dihadapi-dengan menggunakan sumberdaya
mereka sendiri dengan cara berkefanjutan.

b. meningkatkan rasa memiliki” dan tanggungjawab masyarakat terhadap
kesinambungan kegiatarrdan program pembangunan; serta

c. meningkatkan.kapasitas masyarakat dalam menilai sumberdaya yang dapat
mendukung kegiatan-kegiatan mereka.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur mutlak bagi pemberdayaan
masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai subyek yang secara aktif turut
merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan, di samping
menikmati hasilnya.

Lebih tegas Dubois dan Meley dalam Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:

116) menyatakan dasar-dasar pemberdayaan antara lain, sebagai berikut.
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a. Proses kerjasama dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersipat
mutual benefit (saling untung).
b. Memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberi
jalan ke sumber penghasilan dan kesempatan.
c. Klien harus merasakan dirinya sebagai agen yang bebas yang dapat
mempengaruhi.
d. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman tidup.
e. Akses menuju sumber penghasilan dan kapasitds, “untuk menggunakan
sumber-sumber pendapatan secara efektif.
f.  Proses yang dinamis, sinergi, berubah, evolusioner, dan banyak solusi.
g. Pencapaian melalui struktur paralel dari”perseorangan dan perkembangan
masyarakat.
Dengan demikian setiap_program atau kegiatan pemberdayaan mengandung
unsur kerjasama, sistem kdiern, kompetensi, akses, proses dan capaian-capian.
Selanjutnya~. Chafid (2008:5.49) mengaitkan pemberdayaan dengan
penanggulangan™ kemiskinan. Model pemberdayaan dijadikan salah satu
pendekatan untuk mengatasi kemiskinan yang menjadi persolaan. Pemberdayaan
merupakan strategi untuk keluar dari kemiskinan yang mempunyai tiga arah:
pertama, ada keberpihakan, kedua pemberian otonomi dan pendelegasian
kewenangan dalam mengelola pembangunan yang mengembangkan peran, serta
ketiga, modernisasi melalui pemantapan struktural sosial budaya dan ekonomi

yang bersumber pada peran serta masyarakat lokal.
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Pemberdayaan adalah proses menjadi. Hal ini disampaikan oleh Wibowo
(2010:415) bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan lebih
berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri,
dengan cara memberi kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa
tanggungjawab. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebuah perubahan secara
positif, sehingga harus diimbangi dengan perubahan dalam tata kelola
pemerintahan lokal yang baik dalam konteks desa yang ¢lebih demokratis,
transparan, dan akuntabel.

Berkenaan dengan pemberdayaan organiSasi,) fpemberdayaan berarti
mendororng lebih terlibat dalam pengambilan~ keputusan aktivitas yang
mempengaruhi pekerjaan mereka. Pemberdayaan diperlukan karena lingkungan
eksternal telah berubah, seperti semakin intensif kompetitif, inovasi teknologi
berubah cepat, permintaan~kualitas lebih tinggi dan lebih baik, tumbuhnya

masalah ekologi dan orangtiya’'sendiri berubah.

3. Pembangutart Desa

Fauzi (2008: 107) mengemukakan bahwa pembangunan pada hakikatnya
adalah perubahan progresif yang berkelanjutan untuk mempertahankan
kepentingan individu maupun komunitas melalui pengembangan dan penyesuaian
terhadap manfaat sumberdaya.

Belitung Timur adalah kabupaten dalam lingkaran pulau. Oleh karena itu,

pembangunannya dilakukan secara unik. Hal ini sesuai dengan pendapat Elfindri,
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dkk. (2009: 3-4) yang menyatakan keunikan pembangunan daerah kepulauan

sebagai berikut.

a. Sarana transportasi yang menjadi penentu.

b. Masyarakat pesisir dan suku laut berbeda karakter dengan komunitas daratan.
Kehidupan masyarakat pesisir tergantung pada musim dan tranportasi musim.

c. Karakteristik masyarakat.

d. Keunikan pembangunan kepulauan adalah dalam cara mengelola, hambatan-
hambatan, dan tantangan yang berbeda dengan daerah-daerah kepulauan.
Kemampuan mengelola akan menjadi peluang, “‘namun sebaliknya kegagalan
mengelola akan menjadi masalah.

Lebih lanjut Elfindri, dkk. (2003:%190) menyatakan pembangunan
hendaknya berbasis kelompok '\ Cdevelopment-base community),
pembangunan yang berbasis“komuritas. Hal ini sanagat berperan dalam segala
lini kehidupan masyarakat kepulauan dan pesisir. Pendekatan kelompok dalam
pembangunan harusliah mengedepankan:

a. pembangunan‘yang berkarakter khas dan unik;

b. penanggulangan kemiskinan;

c. perluasan lapangan kerja, pemberdayaan keluarga miskin, dan perlindungan
sosial;

d. pembangunan khas; serta

e. pro kemiskinan.

Dengan demikian, pembangunan daerah kepuluan memiliki ciri berbasis

komunitas, unik, propoor, dan model-model khas.
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Pembangunan komunitas atau berbasis desa hendaknya melibatkan
masyarakat dalam tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pelestarian hasil-hasil. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan
sesuai dengan Nurcholis (2009: 23) yang menyatakan hal sebagai berikut.

“...masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan musrenbang
dimulai dari satuan pemerintah yang paling bawah vyaitu tingkat desa
kemudian tingkat kecamatan dan kabupaten, selain diperuntukkan bagi
masukan tingkat yang paling tinggi. Musrenbang adalah bagian partisipatif
masyarakat dalam perencanaan di desa”.

Sumardjo, dkk. (2010: 57) mengemukakan bahwa‘penibangunan masyarakat
melalui penetapan sebuah program atau proyek<pembanguann dilakukan melalui
perencanaan program dengan menerapkan grinsig-prinsip berikut.

a. Partisipasi adalah proses di mana sefuruh pihak dapat membentuk dan terlibat
dalam seluruh inisiatif pemibangurian. Dalam pelaksanaannya pembangunan
menerapkan prisip permbangunan, yaitu :

1) sebagai lingkaran proses belajar sejak perencanaan hingga evaluasi;

2) bersifat\iteratif;

3) terus menerus dan memanfaatkan umpan balik;

4) melibatkan wakil pihak;

5) berdasarkan fakta;

6) objektif;

7) mendahulukan konsensus, semua aktif ambil bagian;

8) memiliki hak yang sama dan mementingkan proses bukan sekedar

output; serta

9) berorientasi pada hasil dan program milik masyarkat.
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b. Pemberdayaan masyarakat dalam arti membantu komunitas dengan
sumberdaya, kesempatan, keahlian, dan pengetahuan agar kapasitas
komunitas meningkat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi untuk
menentukan masa depan warga komunitas.

c. Orientasi pemanfaatan potensi/kearifan lokal, pemanfaatan nilai-nilai, dan
kearifan lokal sebagai modal sosial.

d. Keberlanjutan, yang meliputi ekonomi, ekologi, pendidikar;-dan evaluasi.

e. Keterpaduan dan keterbukaan.

Pendapat tersebut menitikberatkan peran pembangunan masyarakat pada aspek

komunitas, manfaat, kearifan lokal, partisipatif; Keberlanjutan, keterpaduan dan

keterbukaan, serta melibatkan aspek-aspek di fuar dirinya.

Murdoch dalam Fauzi (2009:, ¥7) mengetengahkan pendekatan paradigma
baru dalam pembangunan ~Paradigma baru tersebut lebih menekankan pada
pembangunan yang bersifat” endogenus (endogenus development).
Paradigma tersebut dirifis dengan prinsip kunci sebagai berikut.

a. Sumberdaya spesifik di wilayah pedesaaan (SDA, SDM, dan budaya).

b. Kekuatan dinamis berupa inisiatif lokal dan kewirausahaan.

c. Fungsi wilayah, layanan ekonomi yang beragam, serta identifikasi potensi
dan masalah.

d. Fokus pengembangan kapasitas dan mengatasi keterasingan.

Krisdiayatmiko & Dwipayana (2006: xiv) mengemukakan bahwa kekeliruan
dan kegagalan pembangunan desa yang bersifat endegenus disebabkan hal-hal

berikut.
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a. Paradigma pemerintah masih menempuh jalan korporitas politik. Hal ini
dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik desa, kontrol politik yang
membuat loyalitas pemerintah desa, membuka ruang penetrasi modal ke desa,
serta “membuang” berbagai bantuan yang terkesan populis.

b. Belum ada pengaturan yang betul-betul berpihak ke desa.

c. Kekeliruan dalam orientasi pembanguan desa, yang hanya menampilkan fisik
material bukan pada spirit dan keberlanjutan sesial (social
sustainabilility).

d. Sentralistik dan seragam.

e. Desain berbagai kebijakan dan prOgram tidak diterapkan secara
berkelanjutan, hanya merupakan patahan-patahan proyek jangka pendek.

f.  Pendekatan sektoral yang cendering gagal menciptakan integrasi dan sinergi
dalam kebijakan pembargunan.

Dengan demikian\Kegiatan berkenaan dengan pembangunan desa dalam
aspek umum dan.luas.”Kegagalan disebabkan oleh kepentingan politis, lemah

regulasi, salah Sasafran, sentralistik, tidak ada keberlanjutan, dan bersifat sektoral.

4. Otonomi Desa dan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
secara sah telah diberlakukan. Dengan demikian, berbagai peraturan sebelumnya

tentang itu dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Desa sudah menjadi sebuah entitas yang memiliki kesatuan hukum beserta
aspek-aspek di dalamnya. Desa memang tidak diatur dengan undang-undang
tersendiri karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 secara
eksplisit tidak disebut kedudukan pemerintahan desa dalam susunan sistem
pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 menegaskan bahwa
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi
kemudian daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota.

Namun demikian, desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang diatur
secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomaor“ZZ Tahun 2009 tentang Desa,
bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat diukum-yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadatsetempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara® Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini pada
dasarnya merupakan pengéjawantahan terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 18 B
(Amandemen I1)..dan "TAP MPR Nomor. IV/MPR/2000 (rekomendasi No.7)
Pasal 18 B\UUD 1945 yang menyatakan bahwa (1) Negara mengakui dan
menghormait” satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khsusus atau
bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, dan (2) Negara mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisional sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-

undang.
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Menurut  Wasistiono dan Tahir, (2006: 64) dalam kaitannya dengan
pengembangan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa memiliki kecenderungan umum ke arah
perubahan sosial yang ditandai oleh beberapa variabel berikut.

e Pertama, variabel peraturan desa yang ditindaklanjuti dengan peraturan-
peraturan daerah atau peraturan lebih teknis dengan peraturan bupati dan
dilaksanakan oleh satuan perangkat daerah, baik berupa badan,atau dinas yang
secara utuh melaksanakan pembinaan dan koordinasi bidang pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa.

e Kedua, variabel kewenangan yang terdiri<dafi_ urusan pemerintah yang sudah
ada berdasarkan hak asal-usul desa; keéwenangan kabupaten/kota yang
diserahkan ke desa; tugas, perbantuan dari pemerintah, provinsi, dan
kabupaten/kota; serta urgSanspemerinthan lain yang diserahkan kepada desa
oleh undang-undang.Kabupaten sebagai daerah otonomi mengidentifikasi dan
mengklasifikasi. kewenangan yang dimiliki oleh desa, menyusun perangkat
legislasisdan petunjuk pelaksanaan tentang kewenangan desa yang ditetapkan
dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan pemerintah, serta
melakukan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas perbantuan dari
pemerintah supra desa kepada desa.

e Ketiga, variabel kepemimpinan yang mengacu pada penciptaan pola
kepemimpinan modern dalam manajemen pemerintahan desa. Modernisasi

diperlukan pemerintahan desa dalam aspek-aspek yang menjadi prioritas
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seperti meningkatkan motivasi perangkat desa, standar layanan, dan sarana
prasarana.

o Keempat Variabel Penilaian keefektifan yaitu prosedur pertanggungjwaban
kepala desa kepada rakyat dan pertanggungjwaban kepada pemerintahan
diatasnya.

Selain pengertian-pergertian yang dijelaskan dalam pengertian kesatuan
hukum, keaslian, lokalistik, dan memiliki wilayah, pengertiandesa dapat dilihat
dari perspektif berikut.

a. Dimensi ekonomi: dari sudut pandang ekonomii, desa berfungsi sebagai
lumbung bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja. Desa berperan
dalam meningkatkan volume dan kualitas komoditi seperti kelapa sawit, lada,
kopi, teh, dan karet yang merupakan sokoguru dan pertahanan ketahanan
nasional.

b. Sudut pandang soesielogis: desa memiliki corak masyarakat relatif homogen,
banyak ketergantungan kepada alam, serta memilki sifat sederhana dengan
ikatan sosial, adat, dan tradisi yang kuat. Makna negatif dari masyarakat desa
adalah Keterbelakangan dan kebodohan sedangkan makna positif adalah
kebersamaan dan kejujuran. Desa juga diasosiasikan dengan  suatu
masyarakat yang hidup sederhana. Pada umumnya masyarakat desa hidup
dari lapangan pertanian dengan ikatan sosial, adat dan tradisi masih kuat,
serta memiliki kearifan lokal dan lain-lain sebagainya.

c. Sudut pandang politik dan administrasi pemerintah: desa dipahami sebagai

suatu daerah di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa
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mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan pada otonomi
untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk.
Kepentingan ini terkesan kuat karena kepentingan dan kebutuhan masyarakat
desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan
pihak luar.

Dengan demikian, selain konsepsi desa sebagai entitas tersendiri, desa juga
dapat dilihat dari perspektif kepentingan ekonomi, sosiologis, dan politik.

Nurcholis (2011: 16) dalam konteks desa indentik“dengan hukum adat.
mengemukakan 4 ciri hukum adat yang disepakati~gieh para ahli yaitu sebagai
berikut.

a. Adanya ikatan yang didasari kesamaan wilayah/tempat tinggal

b. Mempunyai tata susunan yang tétap-atau pemerintahan yang tetap

c. Mempunyai harta bendadsaik,yang bersifat material maupun immaterial

d. Memiliki teritorial.dap batas wilayah yang diakui oleh masyarakat itu sendiri
atau di luarnya

Dengan demikian” desa adalah kesatuan hukum masyarakat yang didasari

kesamaan, memiliki pemerintahan, memiliki harta benda, dan batas batas wilayah

yang dimiliki.

Berkenaan dengan keuangan desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada bagian kelima atau tepatnya pada
Pasal 212 tentang Keuangan Desa, menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah
semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala

sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41003pdf

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban (Ayat 1). Selanjutnya, Ayat
(2) menyatakan bahwa hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan,
belanja, dan pengelolaan keuangan desa.

Sementara itu, Ayat 3 menyatakan bahwa sumber pendapatan desa tersebut
terdiri atas: (a) pendapatan asli desa; (b) bagi hasil pajak daerah dan retribusi
daerah kabupaten/kota; (c) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; (d) bantuan¢-dari pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kotas;, “dan” (e) hibah dan
sumbangan dari pihak ketiga. Selanjutnya dinyatakan juia bahwa belanja desa
digunakan untuk mendanai penyelenggaraarr~ pemerintahan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa (Ayat.4) sedangkan pengelolaan keuangan desa
dilakukan oleh kepala desa yang, @ituangkan dalam peraturan desa tentang
anggaran pendapatan dan betanja desa (Ayat 5). Pedoman pengelolaan keuangan
desa tersebut ditetapkan oieh bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan
perudang-undangan (Avat 6).

Berkaitafidengan keuangan desa, Pasal 201 UU Nomor 32 Tahun 2004
menyatakan.bahwa pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi
kelurahan dibebankan pada APBD kabupaten/kota (Ayat 1). Dalam hal desa
berubah statusnya menjadi kelurahan, maka kekayaannya menjadi kekayaan
daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan (Ayat 2). Demikian pula
dalam Pasal 207 disebutkan bahwa tugas pembantuan dari Pemerintah,
pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa sebagai

bagian dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa (Pasal 206 Ayat
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c) disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia.
Untuk hal ini perlu ditransparankan regulasinya hingga tingkat desa, mengingat
bahwa tugas pembantuan tersebut sesungguhnya dapat ditolak oleh pemerintah
desa sepanjang tidak disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, ataupun
sumberdaya manusia.

Penegasan tentang sumber keuangan desa dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 72 tahun 2005 yang disahkan oleh Presiden Repubtik Indonesia pada
tanggal 30 Desember 2005, tampak penyusunannya scukup” terstruktur dan
memiliki cakupan cukup luas. Bab VII Peraturan Peémerintah No. 72 tahun 2005
memuat 15 pasal yang dikelompokkan ke dalam“lima bagian. Bagian pertama
menjelaskan tentang hal-hal bersifat umum *(Pasal 67), bagian kedua memuat
tentang Sumber Pendapatan (Pasal »68<72), bagian ketiga tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (Rasai 73-74), bagian keempat tentang Pengelolaan
(Pasal 75-77), dan ,bagian” kelima tentang lembaga kemasyarakatan dan
pengawasan (Pasal \86-102). Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang
menjadi kewenargan desa, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa,
bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah.

Dalam konteks keuangan desa, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah, sedangkan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh
pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam hal sumber pendapatan desa, Pasal 68 Peraturan Pemerintah No.

72/2005 menyatakan bahwa sumber pendapatan desa, meliputi:
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a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil
swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli
desa yang sah;

b. bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per
seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan
bagi desa. Sumber pendapatan dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota ini
diberikan langsung kepada desa, sedangkan dari retribusi_kabupaten/kota
dialokasikan secara proporsional; dan

c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat tan dlaerah yang diterima oleh
kabupaten/kota untuk desa paling sedikit ,20% (sepuluh per seratus), yang
pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi
dana desa. Nilai bagian dari, dana~perimbangan keuangan pusat dan daerah
tersebut, terdiri dari dama bagihasil pajak dan sumber daya alam ditambah
dana alokasi umum setetah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari &abupaten diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh
pemerintah.desa; dengan ketentuan 30% untuk biaya operasional pemerintah desa
dan BPD, dan 70% lainnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu,
sumber pendapatan yang dimaksud berasal dari bantuan keuangan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan dan hibah dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
Bantuan Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa. Bantuan dari provinsi dan kabupaten digunakan untuk percepatan

atau akselerasi pembangunan desa. Sementara itu, bantuan keuangan dari
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Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten disalurkan melalui
kas desa. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa,
tidak dibenarkan diambil alih pemerintah atau pemerintah daerah.

Selanjutnya, Pasal 72 menyatakan bahwa ketentuan mengenai sumber
pendapatan desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten. Ketentuan tersebut
sekurang-kurangnya memuat tentang: sumber pendapatan, jenis pendapatan,
rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dana perimbangan, serta
persentase dana alokasi desa, hibah, sumbangan, danskekayaan. Ini penting
ditelaah lebih mendalam, dan karenanya perlu_‘méndapatkan perhatian bagi
stakeholders, baik di tingkat kabupaten maupun deSa:

Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah *~“Nomor 72 Tahun 2005 adalah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 73-74). Dinyatakan bahwa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas bagian pendapatan
desa, belanja desa, .dan ~pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam
musyawarah perencandan pembangunan desa, dan selanjutnya, Kepala Desa
bersama BagaiPermusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDes setiap tahun
dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan APBDes, perubahan APBDes,
perhitungan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ditetapkan
dengan Peraturan Bupati (Pasal 74).

Bagian Keempat Peraturan Pemerintah  Nomor 72 Tahun 2005 adalah
tentang Pengelolaan (Pasal 75-77). Dinyatakan dalam bagian ini bahwa Kepala
Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Maksudnya bahwa

semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu
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berupa uang dan barang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam melaksanakan kekuasaannya,
Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada perangkat desa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan
peraturan desa. Pedoman penyusunan APBDes, perubahan APBDes, perhitungan
APBDes, serta pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDes ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian kelima Peraturan Pemerintah ~ Nomor) 72 Tahun 2005 adalah
Penataan Lembaga kemasyarakatan desa «an Pembinaan dan pengawasan.
Lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat
dan lainnya adalah mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa yang
kemudian menjadi eksekutorpelaksanaan di lapangan.

Pembinaan Pemerintaly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98-102 (Ayat
1) meliputi: membefikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
desa dan Jembaga kemasyarakatan; memberikan pedoman tentang bantuan
pembiayaan.dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada
desa; memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan; memberikan pedoman
penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; memberikan pedoman dan
standar tanda jabatan, pakaian dinas, dan atribut bagi kepala desa serta perangkat
desa; memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan
desa dan lembaga kemasyarakatan; memberikan penghargaan atas prestasi yang

dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga
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kemasyarakatan; menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa; serta
melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah
yang bertugas membina pemerintahan desa dan pembinaan lainnya yang
diperlukan.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah yang secara emplisit mengatur ketentuan-
ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintah desa dan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat, maka peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat” (LPM) sebagai
wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra” pemerintah desa dalam
menyelaraskan antara partisipasi masyarakat_dengan program Pemerintah Desa
merupakan potensi strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa.

Pada komponen atau struktur~beifanja pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa terdapat belanja, modal yaitu Belanja Program Pemberdayaan
Masyarakat. Belanja Program Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya memenubhi
pelayanan dan kebutuhian desa dalam penanggulangan kemiskinan. Berkenaan
dengan hal, tersebut di atas Suaradi (2009:66) menyampaikan bahwa dalam
pendekatan akuntabilitas layanan publik, anggaran Program Pemberdayaan
Masyarakat harus:

a. meliputi proses, yaitu mencakup ketelitian, profesionalitas petugas,
kelengkapan prasarana, serta kejelasan kebijakan dan perundang-undangan;

b. sesuai dengan standar yang telah ditetapkan/direncanakan sebelumnya;

c. dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka;

d. memberi peluang kepada masyarakat untuk menilai dan memperbaiki; serta.
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e. menyediakan mekanisme pengajuan kerugian, gugatan, dan keluhan.

Rujukan dan runtut pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dimulai dari
perturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang 32 Tahun 2003, kemudian
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang berkenaan dengan penataan
keuangan dan program pemberdayaan masyarakat, dan ditindaklanjuti secara
teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian secara spesifik dan teknis di
Kabupaten Belitung Timur peraturan tersebut ditindaklanjuti -dengan Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangard Desa,dan Peraturan Bupati Nomor
38 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa. Rujukan program pemberdayaan masyarakat desa
dengan skema APBDes terpisatirdari program-program pemberdayaan masyarakat
di desa yang sedang berfangsung.

Peraturan Bupati ‘Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan “Keuangan Desa merupakan jabaran lebih lanjut dari peraturan
menteri dan_Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 dalam lingkup pembinaan
dan pengawasan desa serta merupakan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan-
kebijakan sebelumya yang berupa petunjuk teknis atau surat-surat kepada desa
sebagai penguatan kebijakan.

Peraturan Bupati Belitung Timur nomor 56 Tahu 2010 tentang Pedoman
Penggelolaan Keuangan Desa merupakan titik awal penyesuaian dan

implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
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tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kabupaten Belitung Timur dalam hal ini
butuh waktu selama 3 tahun sejak diterbitkan pada tahun 2007 untuk dapat
mengimplementasikannya.

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari 16 Bab, 2 Bagian, dan 60 pasal.

e Bab | Bagian umum

Bab 11 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Bab 111 Ruang Lingkup Keuangan Desa

Bab IV Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Bab V Anggaran Pendapatan dan Belanja/Desa yang terdiri dari 14 bagian
yaitu Struktur APBDes, Pendapatan;Belanja tidak lansung, Belanja Langsung,
Surplus dan Defisit, Pembiayaan” Deésa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya (SILPA), Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Desa
yang Dipisahkan,Peferimaan Piutang Desa, Penerimaan Pinjaman Desa,
Penyertaan Modal, Pembayaran Utang, Kode Rekening Penganggaran.

e Bab VI“Penyusunan Rancangan APBDes yang berisikan 4 bagian yaitu
RPJMDes dan RKPDes, Penetapan Rancangan, Evaluasi Rancangan, dan
Pelaksanaan APBDes.

e Bab VII Perubahan Apbdes yang berisikan kondisi yang memungkinkan

APBDes diubah di mana desa melakukan perubahan anggaran 1 kali dalam

satu tahun anggaran dan 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
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e Bab VIII Aspek Penggelolaan Keuangan Desa yang berisikan 3 (tiga) bagian
yaitu  Penatausahaan Penerimaan, Penataan ~ Pengeluaran,  dan
Pertanggungjawaban Pengunaan Dana.

e Bab IX Pengelolaan Asset dan Barang

e Bab X Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

e Bab XI Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berisikan 2 bagian yaitu
pengelolaan dan penyaluran serta pencairan Alokasi Dané “Pesa. Bagian ini
merupakan pedoman Pemerintah Daerah Kabupaten“Belitung Timur untuk
memformulasikan pembagian kepada masing-masifg desa.

e Bab XII Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari pengalokasian 30% untuk
operasional dan rutin serta 70%~untuk” program/kegiatan pemberdayaan
masyarakat. Pada bab inis digmanahkan bahwa pelaksanaan kegiatan
sepenuhnya dilaksanakan olelh Tim Pemberdayaan Masyarakat yang diatur
tersendiri oleh Pératuran Bupati Nomor 38 Tahun 2010 sebagaimana
sebelumnya déngan mempedomanai petunjuk teknis.

e Bab XII"Sanksi

e Bab XIV’Pembinaan dan Pengawasan

e Bab XV Ketentuan Peralihan

e Bab XVI Ketentuan Penutup

Peraturan bupati tersebut disahkan pada tanggal 31 Desember 2009 dan
digunakan sebagai acuan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa

mulai tahun anggaran 2010.
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Sebagai jabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Desa untuk program pemberdayaan masyarakat, telah ditetapkan
Peratururan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa. Peratururan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa terdiri dari 8 bab dan 13 pasal.

e Bab | berisikan kententuan umum

e Bab Il berisikan ruang lingkup

e Bab Il berisikan tujuan

e Bab IV berisikan kegiatan pemberdayaan” yang mencakup biaya perbaikan
sarana publik dalam skala keci, “penyertaan usaha BUMDes, ketahanan
pangan, perbaikan lingKungan~dan pemukiman, pengembangan Teknologi
Tepat Guna, kesehatdn dan pendidikan, pengembangan sosial dan kegiatan
lain yang diariggap penting. Pada Bab ini ditegaskan pilihan-pilihan program
pemberdayaan masyarakat desa yang dibuat dalam bentuk-bentuk kegiatan
berdasarkan prioritas desa.

e Bab V berisikan pembiayaan berbagai sumber: Pendapatan Asli Desa, Bagi
Hasil Pajak Kabupaten, Bagian dari Retribusi Kabupaten, 70 % Alokasi Dana
Desa (ADD), bantuan keuangan pemerintah, serta Hibah dan sumbangan pihak
ketiga yang tidak mengikat.

e Bab VI berisikan mekanisme pelaksanaan yang terdiri 5 bagaian. Bagian

pertama tentang tim pelaksana, yang mencakup: pembentukan, susunan, dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41005pdf

pembagian tugas. Bagian kedua berisikan tahapan perencanaan. Bagian ketiga
berisikan tahapan pelaksanaan, bagian keempat berisikan tahapan penyelesaian
pekerjaan, dan  bagian  kelima  berisikan  tahapan  pelaporan,
pertanggungjawaban, evaluasi, evaluasi terhadap kinerja tim, penyelesaian
masalah, pembuatan rencana pendanaan tahun berikutnya, dan rencana
tindaklanjut.

e Bab VII tentang Pembinaan dan Pengawasan. Dalarg~hal ini Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa\rmielakukan koordinasi
pembinaan terhadap Kinerja tim pemberdayaan’ masyarakat sekurang-
kurangnya 3 bulan sekali. Bagian Tata Peierintah Setda. Kabupaten Belitung
Timur melakukan pembinaan terhadap “efisiensi dan efektivitas Alokasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja.Desa.

e Bab VIII Penutup

5. Implementasi.Kebijakan Publik

Implenientasi Kebijakan Publik berkaitan dengan berbagai kebijakan yang
dikeluarkan.“oleh Pemerintah Daerah Kabupaten BelitungTimur mulai dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang desa.  Konsep
implementasi atau proses implementasi dalam ranah kebijakan publik berkenaan
dengan aspek penggunaan dan belanja anggaran (Hogwood dan Gun dalam
Wahab, 2008: 163). Semakin tidak baik dalam penggunaannya (dalam proses
implementasinya) maka semakin menjadi sia-sia dana tersebut atau semakin tidak

memberikan hasil yang maksimal kepada daerah tersebut.
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Dalam proses implementasi selalu terbuka kemungkinan terjadinya
perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) dengan apa Yyang
senyatanya dicapai (hasil dari penerapan kebijakan). Dengan kata lain, kebijakan
tersebut memiliki peluang gagal dalam pelaksanaannya. Akibatnya, implementasi
yang efektif sukar untuk dipenuhi.

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu kebijakan
telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun karena konglisi eksternal tidak
menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi pergantian kekuasaan, bencana alam,
dan lain sebagainya) sehingga kebijakan tersebut\tidak” berhasil mewujudkan
dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.<Berkenaan dengan pengaturan tata
kelola keuangan desa dalam lingkup-kebijakan publik, Wahab (2008: 162)
menyatakan bahwa pembuatan ,kebijakan dan implementasi merupakan dua
kegiatan yang tidak dapat dipisahkan.

Fungsi implemeritaSi=alah untuk membentuk suatu hubungan yang
memungkinkan «fujuaf<tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik
diwujudkan, “Sebagai ““outcome” kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah..” Cara-cara atau sarana-sarana tertentu dirancang/didesain secara
khusus serta diarahkan menuju pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang
dikehendaki. Kegiatan-kegiatan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-
faktor berikut.

a. Konten kebijakan, yaitu pihak yang berkepentingan, jenis manfaat yang
diperoleh, jangkauan perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana-

pelaksana program, dan sumber-sumber yang dapat disediakan.
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b. Konteks lingkungan implementasi yang mencakup kekuasaan, kepentingan,
strategi dari aktor yang terlibat, ciri-ciri kelembagaan, konsistensi, dan daya
tanggap.

c. Hasil akhir yang mencakup dampak terhadap masyarakat, kelompok, dan
perseorangan serta tingkat perubahan dan penerimaan.

Selanjutnya menurut Wahab (2004: 61) implementasi kebijakan dapat
berhasil atau gagal tergantung pada faktor-faktor tersebut di.atas. Kegagalan
kebijakan dapat dipilah ke dalam dua kategori, yaitu non, implementation dan
unsuccessful implementation. Non implementation méngandung arti bahwa suatu
kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan reneana, /mungkin karena pihak-pihak
yang terlibat dalam pelaksanaan tidak mau bekerja sama atau mereka telah bekerja
secara tidak efisien atau karena mereka-tidak sepenuhnya menguasai.

Dalam upaya mendukurig, keberhasilan implementasi kebijakan publik,
Wahab (2007: 173) mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan penataan
kelembagaan dan-pelaksana sebagai berikut

“...terdapat ‘hal penting untuk  memperkuat kelembagaan di tingkat

operasional bagi peningkatan pelayanan publik:

1. Kemitmen pimpinan terhadap kinerja aparatur pelayan publik,

2. kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang tersedia,

3. porsi anggaran aparatur dan publik yang dialokasikan,

4. fasilitas pendukung layanan,

5. sistem Kkerja institusi yang profesional dan manajemen yang modern,

6. komitmen pimpinan,

7. sumberdaya manusia,

8. kecukupan anggaran,

9

1

. fasilitas pendukung, serta
0. sistem kerja.
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Berdasarkan pendapat Wahab, kesepuluh komponen tersebut harus dipenuhi
untuk meningkatkan kinerja kegiatan-kegiatan di sektor layanan publik bagi
sebuah organisasi publik. Artinya, tanpa keterpenuhan kesepuluh komponen
tersebut implementasi dan capaian tidak optimal bahkan gagal.

Luankali (2007:94) mengemukakan bahwa setiap kebijakan dikaji ulang dan
dilakukan evaluasi terhadap capaia-capaian sehingga evaluasi memberikan hasil
yang valid dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuar-dan target dengan
kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan parasasrana dan ¥espons, serta ketepatan.
Nugroho (2009: 536) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan sesuatu
yang positif untuk menemukan hal strategis ddanmeningkatkan kinerja organisasi.
Sementara itu, Dunn (2003: 608) berpendapat‘bahwa evaluasi kebijakan berfungsi
memberikan informsai yang valid.dan’dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan
yaitu berupa sejauh kebutukanwnildi-nilai, dan kesempatan yang dapat dicapai
melalui tindakan publik/Dalam hal ini seberapa jauh tujuan dan target atas

regulasi telah tereapai atau terlaksana dengan baik.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran informasi hasil penelitian terdahulu ditemukan
penelitian yang mirip yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto (2008)
dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten
Temanggung Tahun). Penelitian ini memfokuskan pada penerapan prinsip

akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan untuk
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mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini

dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) dalam

menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sudah
menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan;

b. Pertanggungjawaban, dilihat secara hasil fisik, sudah menunjukkan
pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari“sisi administrasi
masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut; Karéna belum sepenuhnya
sesuai dengan Kketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya
pembinaan aparat pemerintahan desa dari kompetensi sumber daya manusia,
sehingga masih diperlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah
secara berkelanjutan.

Penelitian di atasyfiirip dengan yang dilakukan Sari (2010) yang berjudul
“Hubungan Alokasi‘Dana Desa dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat
Kabupatend_angkat”, dengan hasil sebagai berikut.

a. Fokus dan"tujuan penelitian adalah untuk mencari jawaban tentang hubungan
antara pemberian Alokasi Dana Desa dengan pembangunan desa di Kecamatan
Stabat Kabupaten Langkat.

b. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

e terdapat hubungan yang cukup berarti antara Alokasi Dana Desa dengan
pembangunan desa di kecamatan Stabat Kabupaten Langkat (dari

perhitungan korelasi dengan menggunakan skala Guilford); dan
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e terdapat hubungan yang positif antara Alokasi Dana Desa dengan
pembangunan desa dan juga terdapat persepsi positif masyarakat tentang
manfaat penggunaan Alokasi Desa dengan pembangunan desa di
kecamatan Stabat kabupaten Langkat (berdasarkan Uji Determinan
Korelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS 16).

Sehubungan dengan 2 hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa
perbedaan dengan penelitian ini terletak pada hal-hal berikut.

1. Kedua penelitian di atas melihat Alokasi Dana Desaw(ADD) secara terpisah
dan tersendiri dari pendapatan desa yang laia” sedangkan penelitian ini
memandang keuangan desa sebagai bagiansintegral dalam skema Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dilakukan secara kesinambungan
di setiap tahun.

2. Kedua penelitian di atas_belum menggunakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 37 “Faiun 2007 sebagai acuan sedangkan penelitian ini
menggunakan.. Perataran Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
sebagaisJyujlkan utama yang dilanjuti dengan Peraturan Daerah dan Bupati
Belitung Timur dan petunjuk teknis lainnya.

3. Fokus kedua penelitian di atas hanya pada akuntabilitas dan transparansi yang
diwujudkan dalam bentuk administarsi serta penelitian tersebut tidak melihat
aspek-aspek kinerja pemberdayaannya.

Indirasari (2004) melakukan penelitian untuk menganalisis kemandirian
desa dalam bidang keuangan dengan melihat aspek-aspek sumberdaya aparatur

dan potensi keuangan. Muija (2004) meneliti pembangunan berbasis masyarakat
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dengan fokus pada proses dan hasil perencanaan reguler yang dijadikan instrumen
dalam penentuan prioritas-prioritas pembangunan desa. Wisakti (2008)
melakukan penelitian dengan melihat implementasi pelaksanaan alokasi dana
desa. Namun disayangkan, dalam penelitian tersebut fokus dan lokus desa yang
menjadi objek penelitian tidak berangkat dari Perturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fajariyadi (2010) melakukan penelitian
untuk melihat modal sosial dalam pelaksanaan Program WNasional Mandiri
Perkotaan.

Dari berbagai hasil penelitian terdahtlu tersebut kesamaannya dengan
penelitian ini terletak pada desa atau pemeriritahan desa dan masyarakat sebagai
lokus dan fokus yang dikaitkan, ‘dengan anggaran/keuangan, perencanaan,

sumberdaya manusia, dan hasil-hasH.

C. Ringkasan Tinjauah Pustaka
Berikut beberapakajian dan teori yang relevan, umum, dan lebih mudah digunakan
terutama pada organisasi publik.
1. Teori dan Konsep Kinerja/Hasil Kerja
e Konsep kinerja yang dikemukakan oleh Wibowo (2010), Mardiasmo
(2009), Usman (2008), Iswanto (2005), dan Sutrisno (2010).
e Kinerja berbasis anggaran menggunakan teori yang diketengahkan oleh

Mahmudi (2010) dan Mardiasmo (2009).
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e Faktor yang mempengaruhi kinerja dalam konteks hambatan-hambatan
dikemukakan oleh Becker (2009), Mahmudi (2010), Wibowo (2010),
Yunarsih dan Suawatno (2009), serta Danim (2008).

e Sistem dan alat ukur kinerja diketengahkan oleh Mardiasmo (2009),
Iswanto (2005), Mahmudi (2010), Usman (2008), dan Wibowo (2010).

2. Konsep dan teori yang berkenaan dengan Pemberdayaan diketengahkan oleh
Wrihatnolo & Dwipana (2006) serta Randy. & Dwidjowijote4(2007).

3. Berkenaan dengan Pembangunan Desa digunakan “teori Elfindri dkk. dan
Krisdiatmiko tentang kegagalan dan keunikan ~pembangunan daerah
kepulauan dan komunitas.

4. Konsep Otonomi dan keuangan.desa merujuk pada perundangan yang
berlaku dan digunakan.

5. Teroi implementasi yang_berkenaan dengan regulasi untuk melihat capaian
dan evaluasi sebuah/képijakan diketengahkan oleh Wahab (2008), Luankali

(2007), Nugrho_ (2009) dan Dunn (2003).

D. Kerangka Pemikiran

Kajian penelitian ini lebih menekankan pada capian atau hasil kerja
Program Pemberdayaan Masyarakat desa melalui mekanisme Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan identifikasi hambatan-hambatan yang dijumpai
dalam pelaksanaannya pada ahun anggaran 2010. Program Pemberdayaan
Masyarakat adalah konsep alternatif atau kebijakan pembangunan yang diarahkan

otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang
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berlandaskan pada sumberdaya pribadi, partisipasi langsung, demokratis, dan
pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Program-program tersebut memuat implementasi kebijakan Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur di desa berupa alokasi anggaran dan sistem
pengelolaan keuangan. Sebagai otonomi, desa memiliki kewenangan untuk
mengambil keputusan sendiri sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-
masing dalam mengelola program dan dana kegiatan pemberdayaan masyarakat di
desa.

Penelitian ini menggambarkan kinerja dan hambatari yang ditemukan pada
masing-masing desa dalam wilayah Kecamatafn Manggar pada periode tahun 2010
sehingga pada periode berikutnya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan

Kinerja dan mengatasi hambatan-harpatan yang terjadi.

INPUT: OUT PUT
REGULASI, SUMBER ANGGGARAN (KUANTITAS,
KUALITAS,
ANGGARAN; > BELANJA > KETETPATAN
KELEMBAGAAN/SDM DESA WAKTU. CAPAI
DAK
TUNTUTAN/NILAI- TUJUAN)
NILAI

HAMBATAN
YANG
DIJUMPALI

Diagram 2.1 Kerangka Pemikiran
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BAB I11

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan
pengamatan, wawancara mendalam (deep interviews) dan studi dokumentasi.
Penelitian deskriptif kualitatif mendeskripsikan realitas sosial _atau gambaran
kejadian yang berlangsung, yang selanjutnya direkam“,atau dicatat untuk
dituangkan dalam bentuk naratif. Metode kualitatif/atlalah prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati-{(Bogdan dan Taylor, dalam Bosrowi dan
Suwandi, 2008: 21). Sementara',itty penelitian deskriptif berkaitan dengan
pengkajian fenomena secara~lebih tinci atau membedakannya dengan fenomena
yang lain (Hamdi dan.Herfmana, 2008: 33).

Data primer_‘yarg diperolen melalui wawancara mendalam dari para
responden yang-ditentukan berupa rekaman pernyataan atau ungkapan-ungkapan.
Data tersebut’kemudian ditransfer ke dalam bentuk transkrip kata-kata. Selain itu,
data primer juga berupa pengamatan terhadap gejala, kejadian, atau sesuatu.
Ditambah dengan hasil studi dokumentasi dan data sekunder lainnya untuk
selanjutnya semua data secara keseluruhan dideskripsikan menjadi paparan-

paparan narasi.
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian
Penelitian berlangsung di 9 (sembilan) desa dalam kecamatan Manggar,
Kantor Camat Manggar, Kantor Bagian Tata Pemerintah, serta Kantor Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Belitung
Timur.

2. Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan selama 15 hari (3 minggu kerja“dengan 1 minggu =5
hari jam formal) yaitu dari tanggal 16 September Sampai 11 Oktober 2012.
Di luar jadwal tersebut, untuk memenuhi kecukupan dan kelengkapan data,

peneliti langsung ke lapangan.

C. Definisi Konsep dan Defiriisi Operional
Agar konsep-konsep “yang digunakan dalam penelitian ini jelas dan tidak
menimbulkan persepsi yang berbeda maka konsep-konsep tersebut diberi batasan-
batasan sebagai-berikut.
1. DefinisiKonseptual
a. Kinerja adalah capaian hasil yang dinyatakan dengan output, outcome,
benefit, dan imfact.
b. Hambatan Dberkenaan dengan Kkesulitan dan faktor-faktor yang
mempengaruhi dalam capaian kinerja.
c. Pemberdayaan Masyarakat adalah konsep alternatif pembangunan yang

menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok
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masyarakat, yang berlandas pada sumberdaya pribadi, partisipasi
langsung, demokratis, serta pembelajaran sosial melalui pengalaman
langsung.

d. Alokasi anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah belanja
yang sudah diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa yang digunakan untuk: perbaikan sarana publik dalam skala kecil,
penyertaan modal usaha, ketahanan pangan, perbaikan lingkungan,
pengembangan teknologi tepat guna, perbaikanskualitas kesehatan dan
pendidikan, pengembangan sosial dan_‘oudaya, serta hal-hal yang
dianggap penting dan priotas desa.

e. Tim Pelaksana Pemberdayaan.-Masyarakat (TPPMD) adalah tim yang
terdiri dari unsur-unsur lembaga-kemasyarakatan desa sebagai pelaksana
swakelola program~pemberdayaan masyarakat di desa yang ditetapkan
oleh kepala desaderdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38

Tahun 2010,

2. Definisi-Operasional
a. Kinerja adalah capaian hasil kerja Program Pemberdayaan Masyarakat
Desa yang diukur dari:
1) Hasil kerja (output) yang dinyatakan secara kuantitas dan kualiatas:
segala sesuatu yang diharapkan langsung baik berupa fisik maupun

nonfisik.
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2) Kesesuaian waktu dan pemanfaatan sumberdaya lokal: Kesesuian
waktu berkenaan dengan pilihan-pilihan alternatif waktu dan
kemampuan seseorang melakukan kegiatan sesuai dengan waktu
yang ditetapkan sedangkan pemanfaatkan sumberdaya lokal
berkenaan dengan penggunaan nilai-nilai yang digunakan,
sumberdaya manusia, prasarana, dan material.

3) Kesesuaian tujuan kegiatan yang diukur dengan lpdikator: Outcome,
hasil atau yang mencerminkan fungsi “keluaran pada jangka
menengah (efek langsung). Benefit (manfaat), yang terkait dengan
tujuan akhir dari pelaksanaan. Imfact{dampak) adalah sesuatu yang
ditimbulkan baik positif- maupun negatif dari setiap tingkatan
indikator yang telah ditefapkan.

b. Hambatan-hambatan~berkenaan dengan kesulitan dan faktor-faktor yang
mempengaruhi/tUalam capaian kinerja Program Pemberdayaan
Masyarakat, Desa selama proses berjalan yang berkaitan dengan: input
kegiatan, tuntutan dan harapan, proses pelaksanaan, sumberdaya, alokasi
dan~ penganggaran, kelembagaan dan pelaksana, serta kebutuhan

supervisi dan pendampingan.

D. Subjek Penelitian

Populasi adalah semua individu atau unit-unit yang menjadi target

penelitian sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti
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prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Purwanto dan Ratih,

200736).

Dalam penelitian ini setiap individu atau unit diambil dari populasi secara
sengaja dengan mempertimbangkan jarak, biaya, waktu, ukuran populasi yang
sangat besar, dan homogenitas. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Purposives Sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan keperluan
penelitian (Purwanto dan Ratih, 2007:47).

Responden/subjek penelitian untuk mendapaty, ‘data” dan informasi
mendalam ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) unit atau_kelompok orang yaitu sebagai
berikut.

1. Satker Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan>~Désa dan Bagian Tata Pemerintahan
Kabupaten Belitung Tipaur (3 orang).

2. Pemerintahan Kecamatan-Manggar (2 orang).

3. Pemerintahan.Desayang terdiri dari kepala desa/sekretaris desa (9 orang).

4. Unsur « M Pemberdayaan Masyarakat, masing-masing 1 orang/desa (9
orang).

5. Tokoh Masyarakat yang terdiri dari lembaga adat dan tokoh agama, masing-

masing 1 orang/desa (9 orang).

Dari unit/orang yang dijadikan subjek penelitian, kesulitan dalam

mengumpulkan data-data melalui wawancara adalah tingkat kecurigaan dan

kewaspadaan, jawaban yang dibuat-buat, pertanyaan yang tidak dimengerti,
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artikulasi kepentingan, pindah tugas, berhenti atau mengudurkan diri (diganti
dengan orang yang berbeda), serta ketidaksediaan responden berkenaan dengan

kesibukan dan ketersediaan waktu yang dimiliki oleh responden.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
wawancara, pengamatan langsung, dan telaah dokumeen.

Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara,mendalam (in-depth
interview). Instrumen utama yang diperlukan pederman~ wawancara. Pedoman
wawancara (interview guide) yaitu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka yang
dimaksudkan untuk menggali data dan-informasi secara lengkap dan mendalam
(Purwanto dan Ratih 2007: 34). Sementara itu, telaah dokumen dilakukan sebagai
pendukung penelitian kualitatif, sedangkan pengamatan langsung merupakan
pendukung dan dilakukan=untuk menyakinkan hasil wawancara dan telaah
dokumentasi.

1. Telaah dokumen.

Telah dokumen sebagai teknik pengumpulan data pendukung dilakukan di
awal penelitian untuk memperoleh data mengenai desa-desa di wilayah
Kecamatan Manggar, terutama berkenaan dengan struktur organiasasi, visi dan
misi, program-program, bidang kerja, karakteristik, jarak, serta tugas pokok dan
fungsi. Hasil telaah dokumen digunakan sebagai pedoman awal untuk melihat

karakter dan mengidentifikasi subjek penelitian.
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2. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap 6 kelompok/unit secara simultan, sesuai
kesiapan yang dimiliki oleh responden. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan
berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun. Peneliti mengajukan
pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang
jawaban terbuka dari responden, sehingga peneliti memiliki kesempatan untuk
memperkaya data dan infomasi (Emzir, 2011: 51).

Pertanyaan yang diajukan tidak persis sama dengar.rumusan pertanyaan
yang tercantum dalam pedoman wawancara. _Hal)im dimungkinkan agar
informasi dan data penting (Dowson, 2010: 31)-dan‘kejadian yang menimpa dan
kondisi yang dialami subjek penelitian. (Rudito dan Famiola, 2008: 162) dapat
digali melalui wawancara yang dilaksanakan.

Semua yang disampaikam, oleh responden dicatat dan direkam melalui
media (tulis dan videOowAecorder), terutama yang berkaitan dengan fokus
penilitian. Wawancara dilakukan secara mendalam pada hal-hal detil. Dalam hal
responden {idak~mampu meyampaikan dengan bahasa Indonesia fasih, peneliti
membantu mencari pilihan-pilihan kata atau makna yang sesuai dengan persepsi

responden.
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Tabel 3.1

Kode Wawancara dan Responden

NO | Kode Wawancara Responden

1 W-1 Pejabat Pemerintah Kabupaten (BPMPD/
TAPEM)

2 W-2 Pejabat Kecamatan (Sekcam/Kasi)

3 W-3 Pemerintah Desa (Kades/Sekdes/BPD)

4 W-4 Aparatur Desa lainnya (bendahara, staf; dan
lainnya).

5 W-5 Tokoh Masyarakat/-Lerfibaga
Kemasyarakatarin{Ketda LPM/PKK/dII).

6 W-6 Tim Pelaksana (ketua/anggota)

Sumber : Analisis Tahun 2011

w

Pengamatan LangSurg
Pengamatan fangsung dilakukan pada capain-capaian yang berwujud fisik
dari Program -~ Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menemukan data dan

informasi yang nyata dan akurat.

F. Prosedur Pengumpulan Data
Data adalah bagian-bagian khusus yang membentuk dasar-dasar abalisi
yang terdiri dari catatan lapangan, trasnkrip wawancara yang direkam, dokumen,

dan fotografi (Emzir (2010: 64-76).
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Penelitian ini menggambarkan kinerja dan hambatan yang ditemukan pada
masing-masing desa dalam wilayah Kecamatan Manggar pada periode tahun 2010
sehingga pada periode berikutnya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan
Kinerja dan mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi.

Data pada penelitian ini berkenaan dengan capaian atau hasil kerja
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui mekanisme Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan hambatan-hambatan yang..dijumpai dalam
pelaksanaannya pada tahun anggaran 2010.

Data primer diperoleh dari wawancara dengan/inferman/subjek mengenai
bagaimana kinerja dan hambatan-hambatan dijumpat’dalam pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam.wilayah’ Kecamatan Manggar. Sementara
itu, data sekunder diambil dari beberapa’instansi yang terkait dengan penelitian
berupa dukumen: peraturan,darinsurat keputusan, laporan kegiatan, foto-foto, dan
statistik.

Langka pertamd” pengumpulan data dimulai dengan identifikasi kinerja
yang meliputi ~perencanaan, anggaran, regulasi, kelembagaan, dan  hasil.
Kemudian dilakukan pengamatan secara langsung terhadap hasil-hasil yang
dicapai dan hambatan-hambatan yang dijumpai melalui wawancara yang
mendalam (deep interview) serta pemanfaatan dokumen-dokumen pelaporan dan
administrasi keuangan.

Selanjutnya dilakukan pemilihan responden atau subjek penelitian yang
sesuai defenisi dan konsep operasional yang telah ditetapkan. Kemudian

ditentukan sample (unit/orang/kelompok orang) dengan pendekatan purposive
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sampling dengan mempertimbangkan kesediaan responden yang dapat
diwawancarai.

Kemudian pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara
dengan responden untuk mendapatkan data primer. Data primer adalah sumber
data utama dalam penelitian kualitatif yang berupa kata-kata dan tindakan
(Lofland dan Lofland dalam Basrowi dan Suwandi, 2008: 169).

Data sekunder diperoleh dari berbagai dinas/unit/instansi yang terkait
dengan cara melakukan telaah dokumen, seperti dokumen“yang didapatkan dari

media massa, laporan, dan catatan-catatan lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh'dari hasil wawancara mendalam, pengamatan
langsung, dan pemanfaatan-dokumen terkumpul serta didukung data sekunder
lainya maka dilakukan“pémitahan-pemilahan dengan tahapan kegiatan sebagai
berikut.

1. Pertamaydata-dikumpul dan diketik secara rapi. Data yang dikumpul dipilah
mana yang berkaitan dengan fokus penelitian dan mana yang tidak.

2. Kedua, dilakukan pemeriksaan data ( Editing). Proses pemeriksaan data
dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasan data yang
dibutuhkan sehingga menghilangkan keraguan dan memperbaiki kualitas data
yang telah dikumpulkan (perbaikan data).

3. Ketiga, adalah mengkodekan Data. Kegiatan ini dilakukan untuk

mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori atau kriteria tertentu agar
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mudah dianalisis, selanjutnya data dikodifikasi sesuai dengan jenis data
supaya data mudah dimengerti dan dicari.

4. Keempat, dilakukan tabulasi dan kompilasi data untuk memilih data primer
dan data sekunder yang sudah dikodifikasi yang kemudian dimasukkan ke
dalam tabulasi untuk memudahkan proses analisis sesuai dengan sasaran dan
tujuan penelitian.

5. Kelima, tahap terakhir adalah pengelolaan dan analisis. Pengelolaan adalah
kegiatan supaya data yang terkumpul bermakna dag“informatif sedangkan
analisis adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola,
kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema lalu dipapar
dalam bentuk narasi.

Untuk data kuantitatif, data, dianalisis melalui tabel distribusi frekuensi
yang dibuat minimal 3 kolom berisikan variabel, frekuensi, dan persentase. Hal

ini sesuai dengan pedomari analisis yang dikemukan oleh Kountur (2009:197).
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kinerja pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Manggar Tahun
2010 dan hambatan-hambatan yang ditemui disimpulkan sebagai berikut.
1. Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a. Hasil kerja (output); dilihat dari satuan pervelume kegiatan, kinerja
program pemberdayaan masyarakat _ ‘darl ~proses pelaksanaan,
sumberdaya, dan alokasi telah sesuai dehgan yang diharapkan dan
berhasil baik. Namun apabila dilihat dari keseluruhan aspek perencanaan
hingga pelaksanaan, Kkinerja~program pemberdayaan masyarakat di
Kecamatan Manggar _belum memenuhi harapan dan rata-rata hasilnya
kurang dan belgnmimemadai. Hal ini terlihat dari rata-rata serapan
kegiatanw~.sangat kecil, yaitu hanya 22,2% dari porsi 70% yang
diharapkan. Persentase kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri dari 37%
berkenaan program sarana publik kecil, 12% program ekonomi, 4,4%
program lingkungan, 20% program sosial budaya, dan 16% kegiatan
lainnya.

b. Ketepatan waktu dan pemanfaatan sumberdaya lokal dalam pelaksanaan
kegiatan tidak sesuai dengan kondisi dan waktu yang telah ditetapkan.

Begitu juga daya serap dalam pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya
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lokal berupa dan bahan material batu, pasir, dan kayu belum sesuai hasil

yang diharapkan.

c. Kesesuaian hasil capaian tujuan kegiatan berupa:

1) Outcome yang mengacu pada keluaran pada jangka menengah
(efek langsung) berupa: tersedianya dana kas, terawatnya gedung,
tersedianya jalan setapak, terlindunginya kuburan masyarakat,
tersedianya transportasi desa, tersedianya air bersiby.tersedianya bibit
ikan, dan terbinanya kader teknis di desa;

2) Benefit atau manfaat terkait dengan tdjuan akhir dari pelaksanaan
kegiatan berupa: berjalannya 4kegiatan lembaga kemasyarakatan,
pemeliharaan aset desa, akses jatan masyarakat, rasa kenyamanan,
transportasi masyarakat; “tefawatnya dan ketersediaan sumber air
bersih bagi kesehatan” masyarakat, pengembangan usaha ekonomi,
peningkatand Kapasitas kader masyarakat, serta tersedianya
penerangan malam hari dan akses masyarakat; dan

3)s, ImTact atau dampak adalah sesuatu yang ditimbulkan baik positif
maupun negatif dari setiap tingkatan indikator yang telah ditetapkan.
Imfact yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan di antaranya
berupa: peningkatan kepedulian dan solidaritas masyarakat,
kenyamanan dalam beraktivitas bagi aparatur dalam memberikan
layanan, kelancaran transportasi, kesehatan dan kebersihan
masyarakat, peningkatan faktor ekonomi masyarakat, serta

peningkatan layanan dan pengetahuan masyarakat.
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2. Hambatan-hambatan yang hadapi.

a. Ketersediaan #nput yang belum memadai, baik berupa sumberdaya
yang memenuhi harapan dan tututan dari semua pihak, pendanaan yang
memadai, sumberdaya manusia yang baik, dan regulasi yang memadai.
Selain itu, perencanaan juga belum matang dan terlambat, persiapan awal
yang kurang matang, serta fungsi dan peran lembaga atau pelaksana tidak
dijalankan sesuai dengan fase-fase yang ditetapkan.

b. Porsi besar alokasi anggaran digunakan untuk opétasional kantor gaji dan

honorium aparatur desa.

o

Penggalian sumber pendapatan asli désa‘tidak berjalan optimal dan masih
tergantung pada bantuan luar-berupa” Alokasi Dana Desa (ADD) dari
pemerintah kabupaten, bantuan pemerintah propinsi, dan bantuan hibah
lainya.

d. Aspek kelembagadn~dan pelaksana yang tidak menjalankan fungsi dan
peran. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumberdaya manusia di desa

baikkualitas maupun kuantitas.

D

. Kurarignya pendampingan dan supervisi selama pelaksanaan kegiatan

berlangsung didesa.

B. Saran
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemberdayaan masyarakat di
Kecamatan Manggar pada tahun 2010 kurang memuaskan dari aspek
pengalokasian anggaran serta dalam pelaksanaannya ditemui banyak hambatan
dan kendala. Berkenaan dengan kesimpulan tersebut, agar kinerja Pemberdayaan
Masyarakat Desa di Kecamatan Manggar pada tahun-tahun berikutnya menjadi
lebih baik dalam segi kualitas dan kuantitas maka berikut ini masukan dan saran.
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

a. menata sistem pelaksanaan melalui berbagai kebijakan baik peraturan
bupati maupun kebijakan teknis yang dikeltarkan-oleh satuan kerja;

b. melakukan usaha sosialisasi, pendamyingan, dan supervisi terus menerus
sejak perencanaan hingga pelapotan dan evaluasi kegiatan serta
pelestarian hasil-hasil;

c. menekankan agar penggundan anggaran terutama yang ditransfer oleh
kabupaten ke “désa berupa alokasi dana desa dimaksimalkan untuk
kegiatan-pemberdayaan sebesar 70% dari alokasi total yang ada; serta

d. menjatliikan sanksi bagi desa yang buruk dalam pelaksanaannya dan
memberi stimulant penghargaan bagi desa yang berkinerja baik dalam
pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Desa dan Aparatur Desa.

a. memahami serta mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan

dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan hingga laporan dan

evaluasi;
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b. menyusun dan mengoptimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDES) sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan serta mengurangi
belanja rutin dan pegawai;

c. berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan pendapatan asli desa
serta mendukung partisipasi dan swadaya masyarakat dalam tiap proses
kegiatan; serta

d. selalu berkoordinasi baik internal maupun eksternal dengan
stakeholders kabupaten selama pelaksanaan kegiatan.

3. Tim Pelaksana Kegiatan.

a. mengikuti dan menjalankan dengan_ faik fase-fase atau tahapan-tahapan
pelaksanaan kegiatan;

b. menjaga orientasi dan soliditas tim dengan spirit membangun desa melalui
pemanfaatan sumberdaya lokal yang ada; serta

c. melaksanakan kegiatan dan menyampaikan dokumen pelaksanaan dengan

baik dan-lengkap sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas.
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